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PEMBIAYAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP BAGI MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kesembilan
Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 25/SKB/V /2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan
Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4873);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Idonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016

0



tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaaran Tanah
Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri Agraria dan = Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
179);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP BAGI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sigi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Sigi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal*usul dan adat-
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk
pemberian tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada
haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu
yang membebaninya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan
secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya
yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.



BAB I1I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembiayaan
persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. menyeragamkan pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis
lengkap;dan

b. lebih memberikan kepastian hukum terhadap sumber pembiayaan
persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya persiapan PTSL bagi masyarakat yang tidak tertampung dalam
Anggaran Pendapan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, ditanggung oleh
masyarakat peserta PTSL.

Pasal 4

Biaya persiapan yang ditanggung oleh peserta PTSL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Kegiatan penyiapan dokumen;

b. Kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan

c. Kegiatan operasional petugas Desa.

Pasal 4

(1) Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PTSL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima
ribu rupiah).

(2) Apabila  dalam  pelaksanaan  terdapat kendala, maka dapat
dimusyawarakan melalui rembuk warga yang difasilitasi oleh Pemerintah
Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani
oleh peserta PTSL.

Pasal 5

(1) Pengelolaan biaya pelaksanaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat peserta PTSL.

(2) Pertanggungjawaban pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
1 (satu) dilaksanakan secata tertib dan akuntabel.

Pasal 6

selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) peserta PTSL
menanggung biaya pembuatan Akte, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dan Pajak Penghasilan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

Dalam rangka untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan
kegiatan PTSL, Bupati memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang seharusnya dipungut dari proses peralihan hak
atas tanah sebagai insentif dari Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI SIGI,
ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI
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